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PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA
TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTUTUSI
NOMOR 69/PUU-XI111/2015

ABSTRAK

Oleh:
Nurul Aini Kusumawardhani,! Rahmida Erliyani?
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Perjanjian perkawinan, akta otentik

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengesahan
perjanjian perkawinan oleh notaris pasca terbitnya putusan mahkamah konstutusi
nomor 69/PUU-XI111/2015. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,
Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara
menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta
menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai
pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas
permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama : Peran notaris berkaitan erat
dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Menurut Lumban
Tobing, bahwa selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan
untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat
di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan
mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua : Di masa
depan peran notaris akan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan
tantangan persaingan global. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan
sebagian fungsi publik negara, khususnya di bidang hukum perdata, harus mampu
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

L NPM : 2220216320070
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VALIDATION OF MARRIAGE AGREEMENT MARRIAGE
AGREEMENT BY NOTARY AFTER THE ISSUANCE OF THE
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-
X111/2015

ABSTRACT
By :
Nurul Aini Kusumawardhani', Rahmida Erliyani?
Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

Keywords : Marital agreement, authentic deed

The purpose of this research is to analyse the ratification of marriage agreements
by notaries after the issuance of the Constitutional Court decision number 69/PUU-
XI111/2015. By using normative juridical research, this research is prescriptive in
nature, namely answering legal issues by describing, examining, studying, and
explaining precisely and analysing applicable laws and regulations as well as
various legal expert opinions, with the aim of obtaining answers to the problems
raised. First Research Result: The role of the notary is closely related to the
authority of the Notary as stipulated in the UUJN. According to Lumban Tobing,
that in addition to making authentic deeds, Notaries are also assigned to register and
legalise letters or deeds made under the hand. Notaries also provide legal advice
and explanation of the law to the parties concerned. Secondly: In the future, the role
of notaries will continue to adapt to the times and the challenges of global
competition. Notaries as public officials who carry out some of the state's public
functions, especially in the field of civil law, must be able to provide legal certainty

and legal protection to the public.
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